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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.51/Menhut-II/2014.

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM PADA

HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008, ditetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa berdasarkan huruf a, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009;

c. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan
tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi
ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, perlu pengaturan
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kembali mengenai Tata Cara dan Persyaratan
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan
Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan
Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
56 Tahun 2013;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

10.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 779);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2014
tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK
Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi
Ekosistem pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 72);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA
DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang
selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi
yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman,
pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan
kayu.

2. Perpanjangan IUPHHK-HA adalah pemberian perpanjangan bagi
pemegang IUPHHK-HA yang jangka waktunya telah berakhir.

3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang
dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu
kawasan hutan tertentu.

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kehutanan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Bina Usaha Kehutanan.

6. Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Bina Usaha Hutan Alam.

7. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah
berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perizinan terpadu di
tingkat Propinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota yang merupakan
gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai
kewenangan di bidang pelayanan perizinan, yang tugas, fungsi dan
kewenangannya diatur dengan Peraturan Daerah.

8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.

9. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

10.Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan,
yang selanjutnya disebut UPT adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan
Hutan Produksi sesuai wilayah kerjanya dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal.
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BAB II

SYARAT AREAL, SYARAT PEMOHON, DAN BIAYA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Syarat Areal

Pasal 2

(1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA adalah areal
kerja pemegang IUPHHK-HA yang habis masa berlakunya dan berada
di kawasan hutan produksi.

(2) Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA
terdapat kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), maka
pemohon diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi
perubahan/alih fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) atau Hutan Produksi Terbatas
(HPT) dari Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat Pemohon

Pasal 3

(1) Syarat pemohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA adalah Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam
(IUPHHK-HA) yang izinnya akan berakhir.

(2) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh pemegang izin diajukan
paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA
berakhir.

(3) Bagi pemegang IUPHHK-HA yang tidak mengajukan permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal
atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang Hapusnya
IUPHHK-HA.

Bagian Ketiga

Biaya Perizinan

Pasal 4

(1) Proses perizinan yang berkaitan dengan:

a. pelayanan/pendaftaran pada loket perizinan terpadu (online);

b. pertimbangan teknis dari Bupati/ Walikota dan Rekomendasi
Gubernur;

c. pemeriksaan/penilaian kelengkapan persyaratan administrasi
pemohon;


